RN ot L S

s

GUBERNUR sy|_

2

AWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWES]

TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
2011 TENTANG TARIF GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN

PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINS] SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang & bah‘f‘f& Peninjavan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit yang menerapkan Fola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dilakukan untuk meningkatkan

I:cu_a_lita.s pelayanan kepada masyarakat berdasarkan
prinsip efisiensi dan produktivitas:

bahwa besaran tarif atan pola tarif sesuai jenis layanan
kesehatan yang berlali pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi
Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan GCubernur
Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Undata Provinsi Bulawesi Tengah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan harga bahan medis habis pakai dan

t kesehatan serta belum memperhatikan tarif Badan

Penyelenpgara Jaminan Sosial sehingga perlu dilakukan
perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolan. Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif
layanan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilalcukan
perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan:



h.{mﬁi“gat

b.

bahwa berd

ﬂ "
datam humf”:rkﬁﬂ I':'L'J.'timhan;pn sehagaimana dimaksud
Peraturan uUb}t:mu dan huraf peru menetapkan
amor EDr’]:tcnmnH Perubahan atas Peraturan

Provinsj Sulawey; TET'IE;.-::‘ Sakit Umum Daerah Undata

Un dang..

Und
Penetap °0g  Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Undangm;;rﬁ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Daerah T,-n;k"“r 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Sulawesi T at T Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
‘Nomor 47 E‘I;gga:;;, dengan mengubah Undang-Undang
‘Tinglk ahun 1960 tentang Pembetukan Daerah
g ord at .I SL].].E.WEHI Uta_ra.‘ngah dan Daﬂ'ﬂh T—'mgk_at 1
-EI IEIE.WEEII Sclatan-TengEara [Lembaran Negara R!::p‘uhﬁk
. naonesia Tahunp 1964 Nomor 7} menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

94, Tﬂmbﬁ.hﬂn Lemb - & I dﬂnﬂisi.a
Nomer 2687); aran Negara Republik Inv

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5587) scbagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
7009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S072);

Rumah
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S072);

- Tahun 2005 tentang

tyran Pemerintah Nomor 23
i;ag.;;laﬂn Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

: ! Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Peraturan Femennu;han Lt i il

Pengelolaan Kﬂu&n’]‘ahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Ejplébhk IE:;:“E Republik Indonesia Nomor 4578);
mbararl



7. Peralurpn Mentgp

lentang Podomgy
Layanan Uy,

i Dalam Meperi Momor 61 Tahurn 2007

n -'|'l!:|{||i_5 PQ"EC'GIB.H Keuangan Badaﬂ
Dacrah,

8. Peraluran Guleg,
2010 tentang pe
Layanan 1J
Dacrah Su

Ur Sulawesi Tengah Momor 1 Tahun

b Ddﬂman Pengelolann Keuangan Hﬂ-diﬂ;;

Thimrrisd aerah Provinsi Sulawesi Tengah (BeT
81 Tengah Tahun 2010 Nomer 97);

MEMUTUSKAN :

?Eﬁ%ﬁﬂ GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
TENTANG GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011
NG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH

SAKIT UMUM DARRAL =
TENGAH. ERAH UNDATA PROVINSI SULAW

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan
KESEPWEEH Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata
Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2011 Nomor 158} diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan angka 9 dan angka 10 Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angla, yakni anglka 9a, dan angka
14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi
Sulawesi Tengah yvang selanjutnya disebut Rumah
Sakit adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata
Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebagal
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada
pasien ohservasi, diagnosis, penobatan, rehabilitasi,
medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa
menempati tempat tdur,

5. Pelayanan Rawat Inap gdalah pelayanan kepada
pasien untuk observasi, diagnosis, penobatan,
rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan

lainnya dengan menempati tempat tidur. :



10.

1l
12,

- 13.

14,

15.

16.

17
18.

- Pelayanan Intensif adalah pelayanan

al Sechari (One Day Cure) ﬂd‘ﬂ?‘h
pen kﬂpﬂdﬂ . s d' nﬂs‘lsp
nbatan, rehalyl; pasien observasl, 185
keseh&tall lai abilitasi, medik dan atau Fﬂlﬂl’afi -
lrc:um“E dari 11;::21& ]E:cngu“ menempati tempat ¥
ﬁ]a}rana u) hari.
liesehatﬂz v Gawat Darurat adalah pelayanal
mencegah mf;?:% harus diberikan secepatnys uﬂmu
anggulangi resiko kematian &
cacat, gl a51H0
Pelayan ; R
kepada ?::L RUJUkatl adalah pelayanan yarng diberikan
Saldit lai:rfmn yang berasal dari Puskesmas, Rumzh
keschatan ljain?'l;l;tﬁr Brelita" Suet ety I el
Pela : G L
}'ﬁng ii};ﬂ Medik adalah pelayanarn terhadap p&s:lﬂﬂ
sanakan oleh tenaga medik. ]

: kepada pasicn
:»Aﬂr:t Earaxn'ata:n di Rumah Sakit yang khusus
b«erl.;%ﬂ Ig pasien dalam kondisi kritis atau salkit

, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa,
:did El-m membutuhkan tenaga terlatib dengan
ldukung oleh peralatan khusus.
Tindaken Medik  Operatif
pembedaban yang menggunakan pem
atau tanpa pembiusan.
;rﬁli{&?j Medik Non Operatif tindakan tanpa
: 181,
Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk
pentnjang penegakkan diagnosis dan terapl.
;Pfla}&nind Rehabilitasi Medik dan . Rehabilitasi
ental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit
rehabilitasi medik dalam bentuk  pelayanan
fisioterapi, terapi okupasional, terapi WICATa,
ﬂrisﬂﬂkf}?mstcﬁk, bimbingan social medis danjasa
psikologi serta rehabilitasi lainnya.
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut dasar dan
spesialistik adalah pelayanan paripurna meliputi
upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta
peningkatan keschatan gigi dan mulut pada pasien
di rumah sakit.
Pelayanan Penunjang Non Medilk adalah pelayanan
yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung
herkaitan dengan pelayanan medik.
Pelayanain Konsultasi Khusus pelayanan yan
G EEL yang
diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi

dan konsultasi Jainnya.
Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan keschatan

yang berkaitan dengan kepentingan hukum,
Pemulasaran/ perawatail jenazah adalah kegiatan
yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah
mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untulk
kﬂpmtmgﬂl pelayanarn l—:gsahatan, pemakaman, dan
kepentingar proses peradilan.

adalah  tindakan
biusan local



19: Pon i 115
-El u-]ll;}l-:mﬂrun Ienazah  dengan perlakuan khl:j;lé
dan Pumu]rmurun fenazah pada kasus HIV A t;u.;

l"”-'-‘rz:ﬁduk e keeelakaan lalu Lintas hcrufgaﬂnan

eraL Gra

kKhusyy, Yang  membutuhkan P

“ Eﬂflen tidal Mampy adalah pasien yang mﬂml_iﬂkfa‘n
EE'P;mu Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Ffz
HE: ti:l"u | H]HHﬂ.n Ckﬂnﬂmir L{c]uﬂrgﬂ }raﬂg terken
Cncana alam dan keluarga miskin lainnya.

 Ketentupn ayat

berbunyi
sebagai berilryy ;'1} Pasal 3 diubak, sehingga

. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
L. Konsultasi dan Pemetiksaan; dan
2. Tindakan Medil;
b. P elayanan Gawat Darurat meliputi ¢
KLGIIE'I.J]t&si dan Pemeriksaan;
2. Tindakan Medik; dan
3. One Day Care;
€. Pelayanan Rawai Inap meliputi
L. Perawatan;
2. Konsultasi dan Pemerilezsaan: dan
3. Tindakan Medik:
d. Pelayanan Intensif meliputi :
1. ICU;
2. ICVCU; dan
3. HCU;
€. Pelayanan Medilk meliput] :
1. Tindakan Medik Operatif; dan
2. Tindakan Medik Non Operatif;
f. Pelayanan Kebidanan meliputi :
1. Persalinan Normal; dan
2. Perszalinan dengan Tindakan.
g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi ;
1. Patologi Klinik;
2. Patologi Anatomi; dan
3. Pelayanan Radiologi;
h. Pelayanan Pemeriksaan dan Tindalkan Khusus
meliputi :
1. Pelayanan Haemodialisa (cuci darah);
2. Pelayanan Konsultasi antar dokter Spesialis;
3. Pelayanan Elektromedilk:
4. Pelayanan Endoskopi; dan
5. Pelayanan Anastesi diluar tindalkan operasi
(Keluarga Bencana, Radiclogi, ICU);
Pelayanan Rehabilitasi Medik;
Pelayanan Gizi;
. Pelayanan Fa_rmas}; .
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;

sl il fpoan
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™. Pelayanay, iy

I. Pelayanag, p
0. Pelayg htalasaran Jenazah; o
dan 0 Loundry [nfeksius dan Non Infeksius:
. Pel y
() Hi]{ccum{r'ﬂn‘m onk Darah o i e
pada &}f‘a’f??! da!;i obyck tarif sebagaimana dimalcst:d
8ehagai beriloat
a. r '
b EE tlongan pertamg pada kecelakaan (P3K);
c‘ Cglatan 50sial; dan
- karcis Pendaftaran.

Edi_I:[J T-'Egﬂl:,

3. Ket
elentuan ayqt (2] Pasal 5 diubah, sehinggs berbunyi

sebagai beriloys
: Pasal 5
(1) Tarif Pela e
E Varnan ) if
jasa umum, Kesehatan digolongkan sebagal tar

(2] g‘aﬁf Pf::ja}fanan dihitung berdasarkan jenis dan
FeXuensi pelayanan kesehatan dan satuan kelas
Perawatan.

4. Ketentuan Pagg] : h
berilkuat - gal 9 diubah sehingga berbunyi sebagail

Paaal o
Besaran tarif obyek pelayanan keschatan sebagaimana
dunalv.:sud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan ayat (1} Pasal 12 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dihapus.

(2] Pembayaran tarif Rumah Sakit yang terutang harus
dilunasi sekaligus.

{(3) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda

: terima/bukti pembayaran yang sah. -

(4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dilunasi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari
sejak pasien keluar Rumah Sa]ﬂt

(5] Hasil pemungutan, penerimaan tarif pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke
Rekening Rumah Sakit setiap hari kergja oleh
Bendaharawan Penerima. .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan
pembayaran diatur denpgan Peraturan Direktur,
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{1] Dihapus. Pasal 13

(2) Bagl pasien
: pese
SﬂSl&ﬂ. yang mé'[::"a- Badan Pﬂnjrg]
o enggara Jaminan

diatas fa
haknya dan a"at:;ka; fasilitne eaty  timglat
e a

jenis pelaye

: kesehatan manfaatkan lebih dari
yang dijamin oleh a(éa‘l
eh Badan

Penyelen

; geara Jaminan

dikenakan selisih ta_:z} Sosial yang bersanglautan
:

(2) Bagi penderi
5 ta n ;
" Aarapid
B s o
atau ra\f;;]g [esc e Mixga
b. biaya dibebmap ditctapkan di kflaa?ﬁmy““ e
apabila }Fa.ta:;ka]l:: kepada pengirim prasicn kecuall
imenghendaki kd;;slz?ﬂlémﬂﬂ atau keluarganya
perqbia dﬂkln}ra; Jah n dan bersedia menanggung
c. penjagaan pasien iadi tanggung ]
kepnlisiaﬂfkﬂjak&a?suadl : g jawa? B

g, Lampiran 1 dihapus.

g, Lampiran 1I dibapus.

Pasal II
ggal 1 Juli

Gubemnur ini mulai berlakd pada tafl

Peraturalt
2015.
ar setiap orang mengetahuinyd, mF:mcﬂn:iahkan
ngurldanga-ﬂ Peraturall Gubernur 1 engar
gznﬂmpataim}?a dalam Berita Dacrah provins! gulawesl
Tengall.
Ditetapkall di Pall :
pada_ t,a,ﬂggﬂ-l 30 JuAl qo15 .
GUEERN R ULAWES! TENGAH, |
i
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e —




